
 
 

 
 

 
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 2025 
TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 
POLITEKNIK IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi tantangan perubahan 
kehidupan nasional dan global di bidang keimigrasian dan 
pemasyarakatan, perlu menyelenggarakan pendidikan dan 

peningkatan kualitas aparatur Kementerian Imigrasi dan 
Pemasyarakatan secara terencana, terarah, dan 

berkesinambungan melalui pendirian Politeknik Imigrasi 
dan Pemasyarakatan Indonesia; 

b. bahwa pendirian Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 

Indonesia telah mendapatkan izin menteri yang 
menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan 
tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertimbangan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang aparatur negara dan suburusan pemerintahan 
reformasi birokrasi yang merupakan lingkup urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara sesuai dengan 
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi 
oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 
Indonesia; 

 
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana 
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6994); 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5336); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5500); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain 
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6838); 

6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang 
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353); 
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi 

Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1670); 

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK 
IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN INDONESIA. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Ini yang dimaksud dengan: 

1. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia adalah 
perguruan tinggi kedinasan yang diselenggarakan oleh 
kementerian yang menyelenggarakan suburusan 

pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang 
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang 

hukum. 
2. Jurusan adalah unsur pelaksana akademik yang 

menyelenggarakan program pendidikan secara spesifik 

sesuai bidang keahlian. 
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode 
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan 



- 3 - 

akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan 
vokasi. 

4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang 
selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian 
yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan 

imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup 
urusan pemerintahan di bidang hukum. 

5. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya 
disebut Menteri  adalah menteri yang menyelenggarakan 
suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan 

yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang 
hukum 

6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang 

terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. 
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang 

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan. 
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi. 
10. Mahasiswa Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 

Indonesia adalah peserta didik pada jenjang pendidikan 

tinggi yang kemudian disebut dengan Taruna Politeknik 
Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

 
Pasal 2 

(1) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui 
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Imigrasi dan Pemasyarakatan. 
(2) Pembinaan teknis akademik Politeknik Imigrasi dan 

Pemasyarakatan Indonesia dilakukan oleh kementerian 

yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan 
pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan 

pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan 
pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Pembinaan teknis operasional, administratif, dan 

fungsional Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 
Indonesia dilakukan oleh Kementerian. 

(4) Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia 

dipimpin oleh Direktur. 
 

Pasal 3 
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia mempunyai 
tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan 

profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau 
teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 


